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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

1.1 Museum pemerintah dan museum museum berbadan hukum yayasan 

(museum swasta) adalah pelaku usaha, namun bukan merupakan pelaku 

usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen (UUPK). Museum sebagai pelaku usaha yang dimaksud dalam 

UUPK adalah museum berbadan hukum yayasan (museum swasta). 

Sedangkan “konsumen” dalam penelitian ini adalah pengunjung. Hal ini 

dikarenakan jika dibandingkan secara langsung arti kata “konsumen” dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia secara luas sudah mencakup pemakai 

barang maupun jasa, namun dikarenakan asal usul kata kerja dari 

“konsumen” merupakan “konsumsi” yang lebih dipahami umum sebagai 

kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang, maka penyebutan 

“pengunjung” museum dinilai lebih tepat dan relevan dibandingkan 

“konsumen” museum. 

 

1.2 Museum Pemerintah bukan merupakan pelaku usaha menurut UUPK 

karena tujuan usahanya bukan untuk melakukan “kegiatan usaha dalam 

berbagai bidang ekonomi” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 

Angka 3 UUPK. Maka dari itu, jika pengunjung museum pemerintah 

merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan menggunakan gugatan 

Perdata wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menggunakan 

KUHPerdata. Gugatan wanprestasi ataupun Perbuatan Melawan Hukum 

(PMH) ini dapat diajukan tergantung kasus yang dialami pengunjung saat 

mengunjungi museum pemerintah. Gugatan wanprestasi dapat diajukan 

saat museum pemerintah lalai dalam memenuhi prestasi seperti yang telah 

ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan, gugatan Perbuatan Melawan 
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Hukum (PMH) dapat diajukan apabila antara pengunjung museum dengan 

pemerintah memiliki perjanjian namun prestasinya tidak terukur. 

 

Apabila pengunjung museum swasta jika merasa dirugikan karena hak-

haknya tidak terpenuhi sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK, maka 

pengunjung dapat mengambil tindakan hukum yaitu dengan langkah-

langkah hukum perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 8 Ayat 

(1) huruf a atas jasa yang tidak sesuai Pedoman Standar Museum 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dalam hal ini, 

pengunjung museum yang dapat melakukan tindakan hukum ini hanyalah 

pengunjung yang menggunakan jasa museum untuk kepentingan dirinya 

sendiri atau menghabiskan nilai guna dari jasa yang diberikan untuk dirinya 

sendiri dan bukan untuk diperdagangkan kembali.  

 

Pengunjung dapat membeli tiket secara langsung di tempat dimana museum 

beroperasi dan secara tidak langsung melalui pihak ketiga yaitu platform e-

commerce. Hubungan secara langsung yang dilakukan antara museum 

dengan pengunjung biasanya dilakukan dengan mendatangi museum secara 

langsung di tempat ataupun dapat melalui website resmi museum.  

Sedangkan, hubungan tidak langsung antara museum dengan pengunjung 

dilakukan melalui pihak ketiga yaitu e-commerce yang menjual tiket 

dan/atau paket tur penjualan tiket seperti Traveloka, Tiket.com, Loket.com, 

dan lain sebagainya. Mengenai jual beli tiket dan/atau paket tur museum 

melalui e-commerce ini telah diatur dalam peraturan khusus yaitu Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dimana peraturan ini juga 

tetap menggunakan penyelesaian sengketa sebagaimana dalam UUPK. 

 

Dalam hubungan yang dilakukan secara langsung yaitu di tempat dimana 

museum beroperasi dan secara online yaitu melalui website resmi, maupun 



 81 

hubungan tidak langsung antara museum dengan pengunjung melalui 

platform jual beli online atau e-commerce ini tanggung jawab dari kedua 

hubungan tersebut adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak atau 

contractual liability yang timbul dari para pihak adalah tanggung jawab 

komersial atau commercial liability. Hubungan ini berdasarkan kontrak 

museum yang menjual jasanya kepada pengunjung dengan tujuan komersial 

atau memperoleh laba (profit making).  

 

2. Saran  

2.1 Diperlukan pengawasan secara berkala oleh pemerintah dalam melakukan 

penilaian standarisasi museum. Hal ini dikarenakan dalam Pedoman 

Standar Museum, penilaian standarisasi museum hanya dilakukan pada saat 

museum telah memenuhi persyaratan pendirian yaitu pada saat museum 

akan beroperasi, namun tidak ada pengawasan lebih lanjut terhadap kualitas 

museum. Sehingga, dengan adanya pengawasan secara berkala oleh 

pemerintah diharapkan museum dapat menjaga kualitas untuk kenyamanan 

pengunjung secara konsisten. 

 

2.2 Pengelola museum diharapkan menjaga kualitas museum sesuai Pedoman 

Standardisasi Museum yang merupakan hak pengunjung, agar pengunjung 

dapat berkunjung ke museum dengan aman dan nyaman. Sehingga dengan 

adanya kualitas yang terjaga secara berkala sesuai Pedoman Standardisasi 

Museum, pengelola museum dapat memenuhi hak-hak pengunjung 

sebagaimana mestinya. 
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